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Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ….. Tahun 2025 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025. 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah  diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja  menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

 



 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2025. 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Bupati adalah Bupati Banyumas. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah 

Rp4.092.600.000.000,00 (empat triliun sembilan puluh dua 
miliar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar 

127,248.445.120,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus 
empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu 
seratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3. 

965.351.554.880,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh 
lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima 

puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan 
rincian sebagai berikut: 

 
 
 

 



 

1. Pendapatan Daerah;   

 a. semula : Rp3.905.151.326.267,00 

 b. berkurang : Rp 39.903.861.321,00 

 jumlah Pendapatan 

Daerah setelah 

perubahan  : Rp3.865.247.464.946,00 

2.  Belanja Daerah   

 a. semula : Rp4.013.637.569.630,00 

 b. berkurang : Rp127,248,445,120,00 

 jumlah Belanja Daerah 

setelah perubahan  : Rp 3,888,807,161,628,00 

 Defisit setelah 

perubahan : Rp-23.559.696.682,00 

3.  Pembiayaan Daerah   

 Penerimaan Pembiayaan 

Daerah   

 a. semula : Rp187.448.673.733,00 

 b. berkurang  : Rp84.926.546.681,00 

 Jumlah penerimaan 

Pembiayan Daerah 

setelah perubahan : Rp102.522.127.052,00 

 Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah   

 a. semula : Rp78.962.430.370,00 

 b. berkurang : Rp0,00 

 Jumlah pengeluaran 

Pembiayan Daerah 

setelah perubahan : Rp78.962.430.370,00 

Jumlah pembiayaan netto 

setelah perubahan  : Rp23.559.696.682,00 

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran setelah perubahan : 

Rp0,00 

 

 

 

Pasal 3 
Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:  
 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 
Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan;  
 

 



 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan;  
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Hibah;  
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Bantuan Sosial;  
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima 

dan Besaran Bantuan Keuangan;  

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima 
dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak 

Daerah Kepada Pemerintah 
Kabupaten/Des;  

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;  
8. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.  

 
Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  



 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah.  

 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 

BUPATI BANYUMAS, 

 

 

SADEWO TRI LASTIONO 

 

 

Diundangkan di Purwokerto  

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, 

 

 

AGUS NUR HADIE 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR….. 
 

 
 

 
 

 
 

 


